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Tim panitia khusus (pans us)
- DPRD Sumbar yang bertugas
“nenelisik BUMD PT. Balairun g
(¥ aJaya Sumbar telah selesai
“ bewerja. Senada dengan LHP
 BPK, pansus DPRD menilai
" barival kesalahan dalam
" pengeivlaan Balairung sejak

Kendaan hotel itu semak in
semburuk. hutang menumpt tk
on Rp 34 miliar dalam 4

terakhir.
wungan justru tidak aden.
jomen bahkan tidak bis.a

o
el memenuhi hiaya opera -

si tjangka pendek, termasuk:
tagian listrik.

"Dengan keadaan seperti itu
sangat diragukan hotel ini
masih akan bertahan. Untuk itu
perlu segera Pemprov dan
[DPRD harus segera merumus-
ken kebijakan untuk masa de-

Palefung.” ujar Ketua tim
s M..Nurnas, saat mem-
... wtakan rekonendasi pansus
. pada rapat paripurna DPRD,
nat malim (26/2).
i Nurnas mengatakan uang
Sumbar yang tertanam di hotel
stersebut dalam hentuk pe-
‘nyertaan modal jumlahnya
“mencapai Rp130,7 miliar.
~ Sementara selama hotel itu
"“uda. deviden yang diberikan ke
" kas daerah sangat tidak me-
.madai. Deviden hanya diterima
. Sumbar pada tahun 2014, 2015
dan 2016. Sementara dari 2017
hingga 2020 Balairung tidak
lagi memberikan deviden kare-
¢na terus merugi. Untuk itu
+DPRD menilai perlu dipilihkan
~segera 'jalan keluar' untuk
‘Balairung. Ada empat opsi yang
direkomendasikan DPRD.
"Namun sebelum opsi dipilih
":-«iz:n;;un duduk bersama antara

Sementar a «

M. NURNAS

Pemprov dan DPRD kita minta
BPK kembali melakukan pe-
meriksaan secara mendalam
pada Balairung. Yakni terkait
data yang lebih akurat tentang
aspek kenangan/likuiditas, aset,
hutang dan piutang termasuk
SDM. Hasil pemeriksaan BPK
yang lebih mendalam ini akan
menjadi dasar DPRD dan Pem-
prov merumuskan kebijakan
untuk Balairung sei.njutnya,”
ujar Nurnas.

Nurnas memaparkai, empat
opsiyang diberik.. i pansus dan
disetujui DPRD :cara kelem-
bagaan, yakni, cp:i pertama
yzaitu tetap dilakukarinya opera-
siional oleh manajemen Balai-
rung yang ada saat ini atau
niengganti manajemen. Opsi
kedua, menyerahkan pengelo-
la an kepada pihak ketiga. Opsi
ke:tiga, dikelola sendiri oleh
pe merintah daerah. Keempat,
menjualnya dan hasil penjualan
dikcembalikan ke kas daerah
ata u digunakan kembali untuk
me mbentuk usaha lain.

“Opsi ini kita mita dibahas
setelah BPK melakukan peme-
riksaan secara mendalam sekalj ,
lagi pada Balairung," ujarnya.s

Sialain itu, pansus DPRD juga :
memiinta Pemprov untuk segera

‘menyelesaikan -permasalahan

yang disebabkan oleh kesalahan

masa lalu di Balairung. Se-
hingga permasalahan tidak
menjadi berlarut-larut.

Lebih penting pula Pemprov
sebagai pemegang saham pe-
ngendali di Balairung wajib
menindaklanjuti semua reko-
mendasi yang termuat dalam
LHP BPK paling lama enam
puluh hari setelah LHP dite-
rima.

11 temuan LHP BPK

Berdasarkan LHP BPK yang
diterima DPRD ada 11 temuan
pada Balairung tahun buku
2018-2020. Dari 11 itu ada
empat yang mendasar.

Pertama, PT Balairung meng-
gunakan dana pihak ketiga lain
untuk operasional perusahaan
berupa penggunaan pajak bumi
dan bangunan (PBB) yang seha-
rusnya dibayarkan ke Pemprov
DKI Jakarta sebesar Rp742 juta.
Selain juga memakai dana ser-
vice charger untuk karyawan
sehbesar Rp612 juta. Penggu-
naan dana pihak ketiga itu
un.uk operasional perusahaan
dan merupakan kewajiban jang-
ka pendek yang seharusnya
dipenuhi Balairung.

"Ihi menunjukkan-bahwa
kondisi keuangan Balairung
sudah sangat tidak sehat. Bah-
kan Balairung juga tidak mam-
pu membayar tagihan listrik,"
ujarnya.

Kedua, ada program promo
poin yang dilaksanakan dengan
tidak tertib dan berpotensi
melanggar ketentuan karena
diberikan pada ASN dan pejabat
daerah.

Ketiga, penetapan tunjangan
direksi dan komisaris Balairung
belum sepenuhnya sesuai de-
ngan ketentuan good corporate
governemen (GCG). Penetapan
gaji komisaris tidak ditetapkan
dalam rapat umum pemegang
saham (RUPS). Selain ada tun-
jangan yang diterima eleh divek

asib Balairung Ditentukan
etelah Pemeriksaan BPK

si diluar penetapan yang telal
ditentukan oleh komisaris.

Pemberian gaji tunjangar
hari raya (THR) untuk direks
dan komisaris pun tidak me-
miliki dasar.

"Besarnya gaji dan tunjangarn
tersebut tidak mempertim-
bangkan kondisi perusahar
yang sedang mengalami keru-
gian. '

Keempat, pelaksanaan kegia-
tan operasional Balairung be-
lum efektif dan kelangsungar
usaha diragukan. Sementara
sesual dengan peraturan dae-
rah (perda) Nomor 6 Tahur
2009 tujuan pendiriannya ada-
lah untuk meningkatkan penda-
patan daerah. Hal ini terlihai
dari kesulitan hotel ini dalam
memperoleh lama.

Sejak beroperasi pada Tahur
2013, Balairung hanya menda-
patkan laba selama tiga tahun
yakni pada Tahun 2014 sebesal
Rp10 miliar, 2015 Rp9,3 miliar
dan 2016 Rp9,6 miliar. Sedang-
kan pada 2013 rugi Rpb6.¢
miliar, 2017 rugi Rp5,9, 201¢
rugi Rp5 miliar, 2019 rugi Rp6, &
miliar. "Apabila dikumulatifkar
total kerugian dari 2013 sampa
2019 mencapai 34 miliar,’
ujarnya.

Selain empat temuan menda-
sar, dari 11 diantaranya penge-
lolaan tagihan kepada pelang:
gan tidak sesuai ketentuar
diaman terdapat piutang kepa-
da pihak ketiga pada 201¢
hingga 2019 senilai Rp166 juta
Kemudian ada pelaksanaar
perjanjian sewa menyewa ruang
perkantoran milik Balairung
yang belum sesuai harga pasai
yang diberikan pada Bank na-
gari, Kantor Penghubung dar
Gebu Minang DKI. Perhitungar
luas ruang kantor yang dise-
wakan tidak cermat dan meng-
akibatkan kerugian sebesai
Rp2,1 miliar. (401)




